
SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PONOROGO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PONOROGO

NOMOR I to27 I PL.o2.6-Kpt / 3502 I wU-Kab/XII I 2O2O

TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA

PEMILIHAN SERENTAK I,ANJUTAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PONOROGO

TAHUN 2O2O

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PONOROGO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat

(2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun

2018 tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dan

Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota

dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun

2O2O tentang Perubahan atas Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2Ol8 tentang

Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dan Penetapan

Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati

dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali

Kota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten Ponorogo tentang Penetapan

Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ponorogo Tahun

2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 20 15 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang

Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi

Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656)



sebagaimana telah beberapa kali diubah, teralhir
dengan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6

Tahun 2O2O tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2

Tahun 2O2O tentang Perubahan Ketiga atas

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2O14 tentang

Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi

Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2O2O Nomor 193, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang

Pemilihan Umum (kmbaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 61O9);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun

2O15 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,

Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi

Independen Pemilihan Aceh, Komisi Pemilihan

Umum/Komisi Independen Pemilihan

Kabupaten / Kota, Pembentukan dan Tata Kerja

Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan

Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemr:ngutan

Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur

dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati

dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita

Negara Repiblik Indonesia Tahun 2O15 nomor 818)

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor

13 Tahun 2Ol7 Tentang Perubahan Kedua atas

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun

2015 tentarg Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,

Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi
Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan

Umum/Komisi Independen Pemilihan

Kabupaten/ Kota, Pembentukan dan Tata Kerja

Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan

Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan



Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur
dan Walil Gubemur, Bupati dan Wakil Bupati

dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor

14e8);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17

Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas Komisi

Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum

Provinsi/Komisi Pemilihan Independen Pemilihan

Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi
Pemilihan Umum Independen Kabupaten/ Kota;

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun

2O18 tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara

dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/ atau Wali

Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2018 Nomor 143) sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan

Umum Nomor 19 Tahun 2O2O tentang Perubahan

atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9

Tahun 2O18 tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan

Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur

dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati

dan/ atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor

1384);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun

2O19 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,

Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi

Pemilihan Umum Kabupten/ Kota (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2Ol9 Nomor 320),

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2O2O tentang
Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Ke{a Komisi

Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi

dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2O20

Nomor 2O1);



Memerhatikan

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15

Tahun 2O19 tentang Tahapan, Program dan Jadwal

Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/ atau

Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2O2O {Beita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905)

sebagaimana telah diubah terakhir dengan

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun

2O2O tentartg Perubahan Ketiga Atas Keputusan

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15

Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal

Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/ atau

Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2O2O (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2O20 Nomor

615);

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik

Indonesia Nomor 6 Tahun 2O2O Tentang

Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/ atau Wali
Kota dan Wakil WaIi Kota Serentak Lanjutan Dalam

Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease

2O19 (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2O2O Nomor 716) sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan

Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor

13 Tahun 2O2O tentang Pelaksanaan Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati, dan/ atau WaIi Kota dan Wakil Walikota
Serentak l,anjutan Dalam Kondisi Bencana
Nonalam Corona Virus Disease 2Ol9 (Covid-l9)
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 1068;

1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Ponorogo Nomor llPP.Ol.2-Kptl3502/IfJU-
Kab /lX/2O19 tentang Tahapan, Program dan

Jadwal Penyelenggaraan Pemithan Bupati Dan

Wakil Bupati Kabupaten Ponorogo Tahun 202O

5slageirnans telah beberapa kali diubah, terakhir



Menetapkan

KESATU

KEDUA

dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Ponorogo Nomor ILO/PP.OL.2-

Kpt/35O2/KPU-KablVll 2O2O tentang Perubahan

Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Ponorogo nomor llPP.OL2-

Kptl 35O2ll<PU-Kabllx/2O19 tentang Tahapan,

Program dan Jadwal Penyelenggaraan Bupati dan

Wakil Bupati Ponorogo Tahun 202O;

2. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor

tlsglw.o2.2.SD/03/KPU/xtIl2O2O tangsal 4

Desember 2O2O perihal Rekapitulasi dan Penetapan

Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,

Bupati dan Wakil Bupati, dan/ atau Wali Kota dan

Wakil Walikota Tahun 202O;

3. Berita Acara dan Sertifrkat Rekapitulasi Hasil

Penghitungan Suara Pemilihan dari Setiap

Kecamatan di Tingkat Kabupaten dalam Pemilihan

Serentak t anjutan Bupati dan Wakil Bupati Tahun

20201'

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN

PONOROGO TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI

HASIL PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN SERENTAK

LANJUTAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PONOROGO

TAHUN 2020.

Menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ponorogo Tahun

2O2O yang dituangkan dalam Model D.HASIL

Kabupaten KWK.

Menetapkan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

Ponorogo Tahun 2020 sebagai berikut :

a. Pasangan ca-lon Bupati dan Wakil Bupati Ponorogo

Nomor Urut 1 atas nama H. SUGIRI SANCOKO,

S.E.,M.M dan Hj. LISDYARITA, S.H. dengan

perolehan suara sebanyak 352.047 (Tiga Ratus

Lima Puluh Dua Ribu Empat Puluh T\rjuh) suara.



KETIGA

KEEMPAT

b. Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Ponorogo

Nomor Urut 2 atas nama Drs. H. IPONG

MUCHLISSONI dan BAMBANG TRI WAHONO, S.H.,

M.M. dengan perolehan suara sebanyak 2I8.O73 (

Dua Ratus Delapan Belas Ribu T\uh Puluh Tiga)

suara.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Ponorogo

pada tanggal 15 Desember 2O2O

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PONOROGO,

ttd
MUNAJAT

Untuk SALIIIAIS yang sah
Sesuai dengan aslinya

UPATEN PONOROGO
r Hukum

7

Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan

Hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Diktum
KESATU dan Diktum KEDUA ditetapkan pada hari

Selasa tanggal 15 (Lima Belas) bulan Desember tahun
202O (Dua Ribu Dua Puluh) pukul 14.14 (Empat Belas

Lewat Empat Belas) Waktu Indonesia Barat.


	Penyelenggaraan



